
 

 

 

 

LURAH PARANGTRITIS 

PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN 

(RKP-KAL ) TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

LURAH PARANGTRITIS 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan wajib 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP 

Kal) yang memuat rencana penyelenggaraan 

Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat Kalurahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan  

(RKPKal) Kalurahan Parangtritis  Tahun 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 

5339); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 

R/Nusd/Sease 2019 (Covtd-19) Dan/Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat  Dalam 

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah 



Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 dan terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan 

Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 158); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam 

Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 9), Sebagaimana Telah 

Diubah Dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan 

Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan 

Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 



2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 

2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9); 

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang 

Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2020 Nomor 86); 

20. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019. 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan 

Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1).  

21. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran 

Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAAN PARANGTRITIS 

dan 

LURAH PARANGTRITIS 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  

PARANGTRITIS TAHUN 2022 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta . 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul 

4. Bupati adalah Bupati Bantul. 

5. Kapanewon adalah Wilayah Kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten. 

6. Kalurahan atau sebutan nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis 



8. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal 

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Kalurahan . 

10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Perangkat Kalurahan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan . 

11. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat 

oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan bersama dengan Lurah. 

12. Peraturan Lurah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh Lurah yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan 

Kalurahan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

13. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang 

bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan 

maupun Peraturan KepalaKalurahan . 

14. Keputusan Bamuskal adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh 

Bamuskal. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya 

disingkat RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 

(enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan , arah 

kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum dan program serta 

program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP 

Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun 

merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi Kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka 

pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, 

rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan 

langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan . 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB 

Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan 

Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. 

18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kalurahan, yang bersumber 

dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

oleh Kabupaten/Kota. 

19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Kalurahan yang diinginkan. 



20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga 

Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. 

 
BAB II 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Kalurahan 

Pasal 2 

(1) RKP Kalurahan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  

   BAB I : PENGANTAR 

  A. PENDAHULUAN  

B. LANDASAN HUKUM 

C. TUJUAN DAN MANFAAT 

D. VISI DAN MISI 

 

   BAB II : SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN TAHUN 2022 

  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

2. Bidang Pembangunan Kalurahan 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 
Mendesak 

 

   BAB III : KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2022 

  A. PENDAPATAN KALURAHAN  

B. BELANJA KALURAHAN 

C. PEMBIAYAAN KALURAHAN  

 

   BAB IV : PENUTUP  

(2) Penjabaran sistematika RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.  

 

Pasal 3 

RKP Kalurahan Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi 

Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2022  

 

Pasal 4 

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana 

kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), 

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh 

Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.  

 

Pasal 5 

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal :  



a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, 

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau  

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.  

 

Pasal 6 

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan 

disepakati bersama dengan Bamuskal  dalam Musrenbang Kalurahan dan 
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.  

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

(1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran 
pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah. 

 

Pasal 8 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis 

 

Ditetapkan di Parangtritis 

Pada tanggal 23 September 2021 

 LURAH PARANGTRITIS 

 Ttd. 

          TOPO 

Diundangkan di Parangtritis 

Pada tanggal  23 September 2021 

CARIK PARANGTRITIS 

Ttd. 

WURSIDI 

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK  

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 3 

Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, 

Kabupaten Bantul  (16 /Parangtritis /2021) 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya, 

An. Carik Parangtritis 

Kepala Urusan Pangripta, 

 

KADISO 

 


